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BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 3I TAHUN 2O1O

TENTANG

ANGGARAN MENDAHULUI PENETAPAN PE RATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2O1O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor DPRD.OS /z-l/lv /2010 tanggal
13 April 201.0 tentang Persetujuan Penganggaran Mendahului
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20L0,
sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran sebelum
ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Anggaran
Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 20L0;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi fawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 7994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor L2
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );
Undang-Undang Nomor 21 Tahun L997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan flembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1,997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 36BB);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 7999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

flembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851J;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

5.



7.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perbendahar:uln
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung fawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 442L);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa39);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20A9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50a9);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
4T,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

1-4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
L36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4574);

9.
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18.
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20.

2L,

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor t37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 13B, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor L40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5B5);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
a5e3J;

23, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aB55);

Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AA6 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a6L4);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ILembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47aL);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aBZ6);

28. Peraturan Presiden Nomor L Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan;

22.



,,{ 29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun z00s Nomor +j
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 'J,z rahun 200T tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2007 Nomor 12J;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun z00B
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran Z00B Nomor 7);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan fangka panjang Daerah Tahun
2005'2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun z00B
Nomor 10J;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor L1 Tahun 2008
tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan wakil Bupati (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Z00B Nomor L1);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 201,0
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2010 flembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun zoL}
Nomor 1J;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun z00T tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun z0og tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

MenetapKan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN MENDAHUTUI
PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMAN GGUNG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rincian Penjabaran Anggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ApBD)
sebagaimana dimaksud pada Pasal l- Peraturan Bupati ini, akan dicantumkan di
dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja perangkat
Daerah (SKPD).



Pasal 3

Anggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung,

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggallr- 4ei\- 20L0

BUPATI T ANGGUNG,

AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal t3 AlprL 201,0

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

S EKDA
ASIS E Td

J-l tIl rll

BERITA DAEMH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ZOLO NOMOR 3I
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